
BUPATI BOMBANA 
P R O V I N S I S U L A W E S I T E N G G A R A 

PERATURAN BUPAT I B O M B A N A 

N O M O R t\% T A H U N 2 0 2 1 

TENTANG 

P E T U N J U K PELAKSANAAN PENGGUNAAN D A N A B A N T U A N 
OPERASIONAL K E L U A R G A B E R E N C A N A K A B U P A T E N B O M B A N A 

T A H U N ANGGARAN 2 0 2 1 

D E N G A N R A H M A T T U H A N YANG M A H A ESA 

BUPAT I B O M B A N A , 

Menimbang a. bahwa u n t u k melaksanakan ke tentuan Pasal 6 sampai dengan 
Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional Nomor 26 T a h u n 2020 tentang Petunjuk 
Teknis Penggunaan Dana Ban tuan Operasional Keluarga 
Berencana T a h u n Anggaran 2021 dan Peraturan Presiden 
Nomor 33 T a h u n 2020 tentang Satuan Harga Standar Regional 
dan Peraturan Menter i Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 
tentang Standar Biaya Masukan (SBM) T a h u n Anggaran 2021 
da lam rangka member ikan pedoman bagi pelaksana kegiatan, 
per lu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana 
Ban tuan Operasional Keluarga Berencana Kabupaten 
Bombana T a h u n Anggaran 2 0 2 1 ; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
dalam h u r u f a, per lu menetapkan Peraturan Bupa t i Bombana 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Ban tuan 
Operasional Keluarga Berencana Kabupaten Bombana T a h u n 
Anggaran 2 0 2 1 ; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi , Kabupaten Kolaka 
Utara d i Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438); j 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah d iubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6398; 

5. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i t e rakh i r 
dengan UndangUndang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 T a h u n 2014 tentang Admin is t ras i 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 T a h u n 2014 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, 
Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5614); 

8. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 tentang 
Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 120 T a h u n 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 
80 T a h u n 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah 
(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Presiden Nomor 33 T a h u n 2020 tentang Satuan Harga 
Standar Nasional (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2020 Nomor 57); 

10. Peraturan Menter i Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang 
Standar Biaya Masukan (SBM) T a h u n Anggaran 2021 

11 . Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga 
Standar Regional; 

12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional Nomor 26 T a h u n 2020 tentang Petunjuk 
Teknis Penggunaan Dana Ban tuan Operasional Keluarga 
Berencana T a h u n Anggaran 2 0 2 1 ; 

13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional Nomor 3 T a h u n 2020 Tentang Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana D i Daerah; / 
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14. Peraturan Bupa t i Bombana Nomor 50 T a h u n 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata 
Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Bombana; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL K E L U A R G A 
BERENCANA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 
2021 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan: 
1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bombana. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupa t i beserta Perangkat Daerah 

sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Bombana. 
4. Wak i l B u p a t i adalah Waki l Bupa t i Bombana. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bombana. 
6. Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana yang selanjutnya dis ingkat OPD-KB 
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada Kepala 
Daerah da lam rangka penyelenggaraan u rusan pengendalian 
penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi kewenangan 
daerah kabupaten/kota. 

7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Bombana; 

8. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana 
T a h u n Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik 
Subbidang Keluarga Berencana adalah dana yang dia lokasikan 
kedaerah u n t u k membiayai operasional kegiatan program 
prior i tas nasional dalam pelaksanaan u r u s a n pengendalian 
penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi u r u s a n 
daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program 
pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga 
berencana. 

9. Dana Ban tuan Operasional Keluarga Berencana yang * 
selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik yang f 
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d ia lokasikan kepada daerah te r tentu u n t u k melaksanakan 
kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah da lam 
m e n d u k u n g upaya pencapaian sasaran pr ior i tas pembangunan 
Keluarga, kependudukan , dan Keluarga berencana. 

10. Keluarga Berencana yang selanjutnya dis ingkat KB adalah 
upaya mengatur ke lah i ran anak, j a r a k dan us ia ideal 
me lah i rkan , mengatur kehami lan, mela lu i promosi , 
per l indungan, dan ban tuan sesuai dengan h a k reproduks i 
u n t u k mewu judkan Keluarga yang berkual i tas . 

11 . Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut 
Bala i Penyuluhan KB adalah bangunan yang d ibangun dar i 
anggaran DAK Fisik dan/atau bangunan yang d ibangun dar i 
dana APBD dan/atau bangunan yang d ia l ih fungsikan menjadi 
Bala i Penyuluhan KB yang diserahkan kepada OPDKB dengan 
surat ketetapan Kepala Daerah dan berfungsi sebagai tempat 
u n t u k merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program 
Bangga Kencana, serta u n t u k mengendal ikan dan membina 
tenaga l i n i lapangan. 

12. Fasil itas Kesehatan yang Mendapat Fasi l i tasi D is t r ibus i Alat 
dan Obat Kontrasepsi Program BKKBN adalah faskes yang 
sudah memi l i k i nomor kode fasilitas kesehatan (K/O/KB) dan 
je jar ing a tau ja r ingan fasilitas kesehatan tersebut, serta praktek 
m a n d i r i b idan. 

13. Operasional Transport Vis i tasi Faskes adalah biaya yang 
d igunakan oleh Tenaga L in i Lapangan da lam rangka me lakukan 
pendaftaran faskes a tau pemutakh i ran data faskes kedalam 
sistem informasi manajemen BKKBN dengan cara visitasi dan 
me lakukan register faskes tersebut u n t u k m e n d u k u n g kegiatan 
pelayanan KB. 

14. Operasional Transport Pembinaan Je jar ing/Jar ingan adalah 
biaya yang d igunakan oleh tenaga kesehatan u n t u k me lakukan 
pembinaan kepada je jar ing/jar ingan fasilitas kesehatan da lam 
pelayanan KB dan kesehatan reproduks i . Mater i pembinaan 
dapat terkai t dengan substansi m a u p u n pencatatan dan 
pelaporan. 

15. Alat Pel indung D i r i (APD) adalah kelengkapan yang wajib 
d igunakan saat bekerja sesuai bahaya dan r is iko kerja u n t u k 
menjaga keselamatan pekerja i t u sendir i dan orang sekitarnya. 
Jenisnya dapat te rd i r i da r i masker medis, sarung tangan medis, 
baju hazmat, dan face shield. Penyediaan APD disesuaikan 
dengan ketentuan yang ber laku. APD dapat disediakan dar i 
dana BOKB j i k a terjadi kekurangan d i fasilitas kesehatan. 

16. Fasil itas Kesehatan adalah sua tu tempat yang d igunakan u n t u k 
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan ba ik promotif , 
preventif, kurat i f , m a u p u n rehabi l i tat i f yang d i l akukan oleh 
pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang 
telah teregister da lam Sistem Informasi Manajemen (SIM) 
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17. Operasional Penggerakan Pelayanan KB adalah kegiatan 
penggerakan dan pelayanan KB metode kontarsepsi j angka 
Panjang (MKJP) da lam rangka menghasi lkan peserta KB ba ru , 
peserta KB ulangan, dan peserta KB gant i cara. 

18. Penggerakan Pelayanan KB adalah rangkaian kegiatan yang 
d i l akukan oleh Tenaga L in i Lapangan kepada calon akseptor 
a t aupun peserta KB agar bersedia d ihad i rkan ke tempat 
pelayanan KB serta mendapat pelayanan KB. 

19. Pelayanan KB adalah upaya mengatur ke lahiran anak, j a r ak 
dan us ia ideal me lah i rkan , mengatur kehami lan, mela lu i 
promosi , per l indungan, dan b a n t u a n sesuai dengan hak 
reproduksi u n t u k mewujudkan Keluarga yang berkual i tas 
mela lui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek 
samping dan kompl ikas i . 

20. Ins t i tus i Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya 
dis ingkat IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta 
da lam pengelolaan program Bangga Kencana ba ik da lam 
ben tuk kelompok a tau organisasi m a u p u n perorangan yang 
mempunya i pengaruh d i masyarakat. 

2 1 . Kampung Keluarga Berkual i tas yang selanjutnya disebut 
Kampung KB adalah satuan wi layah setingkat Desa/kelurahan 
dengan kr i t e r ia t e r tentu d imana terdapat keterpaduan program 
Bangga Kencana dan pembangunan sektor terka i t da lam upaya 
meningkatkan kual i tas h i d u p Keluarga dan masyarakat. 

22. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya 
dis ingkat PLKB adalah pegawai negeri s ip i l yang bertugas 
melaksanakan, mengelola dan menggerakan masyarakat da lam 
program Bangga Kencana d i t ingkat Desa/kelurahan. 

23. Petugas Lapangan Keluarga Berencana Selain Aparatur 
Sipi l Negara yang selanjutnya disebut PLKB non ASN adalah 
tenaga non pegawai negeri s ip i l dan/ a tau tenaga kon t rak 
daerah dan/atau tenaga honora r ium daerah yang diber i tugas, 
tanggung jawab dan kewenangan dalam me lakukan 
penyu luhan , pelayanan, penggerakan dan pengembangan 
program Bangga Kencana d i wi layah b inaan (Desa/kelurahan) 
yang diangkat oleh pejabat berwenang pal ing rendah setingkat 
kepala OPD-KB. 

24. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut 
Penyuluh KB adalah pegawai negeri s ip i l yang memenuh i 
kual i f ikas i dan standar kompetensi serta d iber i tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang u n t u k u n t u k melaksanakan kegiatan penyu luhan , 
pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Bangga 
Kencana. Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian informasi 
tentang program Bangga Kencana da lam rangka men ingkatkan 
pengetahuan, sikap, dan per i laku ind i v idu , Keluarga dan/atau 
masyarakat. 

25. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja 
Kampung KB adalah kelompok kerja yang d i susun oleh 
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organisasi dengan t u j u a n u n t u k menja lankan berbagai 
pekerjaan yang terkai t dengan pencapaian t u j u a n organisasi. 
Is t i lah l a in yang biasa d igunakan adalah satuan kerja, satuan 
tugas, a tau pengurus. Pokja Kampung KB m in ima l te rd i r i da r i 
ketua, sekretaris, bendahara serta 8 (delapan) seksi sesuai 
dengan 8 (delapan) fungsi Keluarga. 

26. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan data t e rk in i 
sebagian a tau se luruh data anggota Keluarga. Pemutakhiran 
Data d i laksanakan setiap ada perubahan sebagian a tau se luruh 
data anggota Keluarga hasi l pendataan Keluarga d i l ingkup 
Desa/kelurahan. 

27. Komunikas i , Informasi , dan Edukas i yang selanjutnya dis ingkat 
KIE adalah sua tu proses intervensi komun ikas i yang terencana 
yang menggabungkan pesan-pesan informasional , pendid ikan, 
dan motivasional yang ber tu juan u n t u k mencapai sua tu 
perubahan pengetahuan, s ikap dan per i l aku yang dapat d i u k u r 
d iantara sekelompok audiens sasaran yang jelas me la lu i 
penggunaan sa luran komun ikas i . 

28. Rumah Data Kependudukan adalah Poktan masyarakat yang 
melaksanakan kegiatan pengumpulan, verif ikasi, analisis, 
penyajian serta pemanfaatan data Kependudukan dan Keluarga 
serta pembangunan d i t ingkat Desa/kelurahan. 

29. Staff meeting adalah per temuan in te rna l petugas KB se-
kecamatan yang terd i r i dar i UPT/koordinator a tau yang setara 
dengan Penyuluh KB yang merupakan wahana pembinaan, 
koordinas i dan pembahasan teknis pelaksanaan program 
Bangga Kencana d i kecamatan m i n i m a l seminggu sekali. 

(1) Maksud di tetapkan Peraturan Bupa t i i n i adalah u n t u k 
member ikan acuan bagi pelaksana kegiatan terkai t 
penggunaan Ban tuan Operasional Keluarga Berencana d i 
Daerah. 

(2) Tu juan d i te tapkan Peraturan Bupa t i i n i adalah u n t u k : 
a. Menyediakan d u k u n g a n dana operasional kegiatan bagi 

Bala i Penyuluhan Keluarga Berencana da lam upaya 
pencapaian t u j u a n program Kependudukan dan Keluarga 
Berencana serta Pembangunan Keluarga secara nasional ; 

b. Menyediakan dukungan dana pendis t r ibus ian alat dan 
obat kontrasepsi dar i gudang Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana ke setiap fasilitas 
pelayanan Keluarga Berencana d i Kabupaten Bombana; 

c. Menyediakan d u k u n g a n dana kegiatan integrasi program 
Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga^ 

Pasal 2 
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Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan 
la innya d i Kampung Berkual i tas (Kampung KB); 

d. Menyediakan d u k u n g a n operasional pembinaan program 
Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader Pembantu 
Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan sub 
PPKBD); 

e. Menyediakan d u k u n g a n dana operasional media KIE dan 
manajemen BOKB; 

f. Menyediakan d u k u n g a n operasional Pelayanan KB; 
g. Menyediakan d u k u n g a n operasional penanganan 

s tunt ing . 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang l ingkup Ban tuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 
adalah: 
1) D u k u n g a n operasional kegiatan bagi Bala i Penyuluhan KB 

adalah sebagai ber ikut : 
(a) Biaya Operasional Penyuluhan KB; 
(b) Biaya Operasional Pengolahan Data; 
(c) Biaya Operasional Pembinaan Kader; 
(d) Biaya Operasional Orientasi Tenaga L in i Lapangan; dan 
(e) Biaya D u k u n g a n Langganan Daya dan Jasa. 

2) D u k u n g a n operasional pelayanan KB; 
3) D u k u n g a n operasional Penggerakan d i Kampung Keluarga; 
4) D u k u n g a n Operasional Penanganan Stunt ing : 
5) Operasional pembinaaan program Bangga Kencana oleh Kader 

(PPKBD/Sub PPKBD); 
6) D u k u n g a n Operasional media KIE dan manajemen BOKB. 

BAB I I I 
PROSEDUR PELAKSANAAN BOKB 

Pasal 4 

1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
menetapkan pengelola keuangan BOKB dengan Surat 
Keputusan; 

2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
menetapkan Faskes yang melayani KB penerima alokon dengan 
Surat Keputusan; 
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3) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
menetapkan Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan Ban tuan 
Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dengan Surat 
Keputusan; 

4) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Menetapkan Daftar Fasilitas Kesehatan a tau PMB yang akan 
menjadi tempat pelayanan KB yang jasa medisnya dibiayai 
mela lu i dana BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan KB 
dengan Surat Keputusan; 

5) Fasilitas Kesehatan a tau PMB yang menjadi tempat pelayanan 
harus memi l i k i registrasi k l i n i k (K/O/KB) u n t u k menjadi tempat 
pelayanan KB yang jasa medisnya dibiayai mela lu i dana BOKB; 

6) Fasilitas Kesehatan a tau PMB yang menjadi tempat pelayanan 
harus membuat MoU / Kerjasama dengan OPD-KB 
kabupaten/kota u n t u k menjadi tempat pelayanan KB yang jasa 
medisnya dibiayai mela lu i dana BOKB; 

7) MoU/Kerjasama antara faskes/PMB dengan Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memuat 
ketentuan antara la in : 
(a) Faskes/ PMB t idak akan me lakukan k l a im jasa medis 

pelayanan KB yang sudah dibiayai me la lu i BOKB kepada 
BPJS Kesehatan; 

(b) Terdapat j adwa l pelaksanaan pelayanan KB d i masing-
masing faskes/PMB. 

1) Dukungan operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB: 
a. Biaya Operasional Penyuluhan KB dengan terd i r i dar i : 

1. Biaya konsums i Operasional Penyuluhan KB, 
2. Uang t ranspor t operasional serta 
3. Honor fasi l i tator u n t u k para petugas saat me lakukan 

penyu luhan 
b. Biaya Operasional Pengolahan Data terd i r i dar i : 

1. Biaya t ransport operasional pengolahan data dan 
2. Langganan jasa internet bagi pelaksana l i n i lapangan yang 

me lakukan pengolahan data 
c. Biaya Operasional Pembinaan Kader te rd i r i d a r i : 

1. Biaya konsums i operasional pembinaan kader; 
2. Uang t ranspor t operasional; serta 
3. Honor fasil itator saat me lakukan pembinaan kader. 

d. Biaya Operasional Orientasi Tenaga L in i Lapangan te rd i r i 

BAB IV 
PENGGUNAAN BOKB 

Pasal 5 

dar i : 
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1. Biaya konsums i operasional or ientasi Tenaga L in i 
Lapangan; 

2. Uang t ranspor t pesertas; serta 
3. Honor fasi l i tator saat me lakukan orientasi Tenaga L in i 

Lapangan. 
e. Biaya D u k u n g a n Langganan Daya dan Jasa adalah biaya 

u n t u k membayar l i s t r i k dan/atau air yang d ipergunakan d i 
Balai Penyuluhan KB u n t u k setiap b u l a n a tau selama 1 
t a h u n (12 bulan) . 

2) Biaya Operasional Pelayanan KB 
a. Biaya Operasional D is t r ibus i A lokon me l iput i : 

1. Biaya Bahan Bakar Minyak; 
2. Biaya Uang transport ; 
3. Biaya makan dan m i n u m (konsumsi) ; 
4. Biaya Pengepakan; 
5. Biaya jasa pengir iman/ekspedisi . 

b. Operasional Vis i tasi dan Registrasi Faskes Unsur 
pembiayaan y a i t u : 
1. Uang t ranspor t u n t u k vis i tasi ke faskes dan 
2. Pembinaan je jar ing/jar ingan; 

c. Operasional Penggerakan Pelayanan KB 
1. Belanja makan dan m i n u m (konsumsi) ; 
2. Biaya t ransportas i dapat d iber ikan u n t u k : 

1) Calon akseptor yang datang ke fasil itas kesehatan; 
2) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau 

Tenaga L in i Lapangan yang me lakukan penggerakan 
dan membawa akseptor ke fasil itas kesehatan; a tau 

3) Transport membawa akseptor MOP/MOW kefasilitas 
kesehatan Besaran n i l a i Rp. 100.000; 

3. Jasa medis yang member ikan pelayanan KB: 
1) Besaran jasa medis pemasangan IUD dan Imp lan 

sebesar Rp. 100.000; 
2) Besaran jasa medis MOP sebesar Rp. 350.000; 
3) Besaran jasa medis MOW sebesar Rp. 1.555.300; 
4) Pengganti biaya h i d u p d iber ikan kepada akseptor MOP 

dan MOW sebesar maks ima l Rp. 300.000; 
5) Biaya penyediaan Alat Pel indung D i r i (APD); 
6) Biaya pemeriksaan deteksi d in i Covid-19; 
7) Biaya penyediaan alat dan bahan u n t u k pelaksanaan 

pelayanan KB MKJP; seperti Bahan Medis Habis Pakai 
pendukung pelayanan KB MKJP: obat anastesi, 
povidone iodine, a lkohol , oksigen, kassa steri l , plester, 
doek steri l , spui t , j a r u m dan benang operasi; 
pemeriksaan tambahan u n t u k pelayanan KB MKJP: 
- laborator ium (pemeriksaan gula darah sewaktu, 

w a k t u pendarahan/bleeding t ime, w a k t u 
pembekuan/clot t ing t ime, pemeriksaan tes 
kehamilan/test pack) a tau pemeriksaan r o n t g e n . / 
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3) Biaya Operasional Penggerakan d i Kampung KB; 
a. Pertemuan Kelompok Kerja d i Kampung KB terd i r i dar i ; 

1. Biaya konsums i ; 
2. Transportasi serta; 
3. Fasil itator pokja Kampung KB dan Rumah Data 

Kependudukan; 
b. Pelaksanaan mekanisme operasional l i n i lapangan terd i r i 

dar i ; 
1. Biaya konsumsi ; 
2. Transportasi serta; 
3. Fasi l i tator pelaksanaan mekanisme operasional; 

c. Operasional ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan 
(poktan) t e rd i r i dar i ; 
1. Biaya konsumsi ; 
2. Transportasi serta; 
3. Fasi l i tator ketahanan Keluarga berbasis kelompok 

kegiatan; 

4) Operasional Pencegahan Stunt ing ; 
a. Operasional pemahaman Kesehatan reproduks i dan s tunt ing 

bagi calon pengant in t e rd i r i dar i ; 
1. Biaya belanja konsumsi ; 
2. Transport peserta; dan 
3. Fasi l i tator pembinaan kegiatan. 

b. Operasional Edukas i Pengasuhan 1000 HPK Bagi I bu dan 
Keluarga terd i r i dar i : 
1. Biaya belanja konsumsi ; 
2. Transport peserta; dan 
3. Fasil itator pembinaan kegiatan. 

5) Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana Oleh Kader 
(PPKBD dan Sub PPKBD): 
a. Biaya operasional pelaksanaan pemutakh i ran data oleh 

Kader d i wi layah kerjanya terd i r i dar i ; 
1. Biaya operasional yang d iber ikan kepada PPKBD dan Sub 

PPKBD, dapat d i l akukan m in ima l 3 (tiga) ka l i gerak d i 
masing-masing desa/kelurahan; 

b. Pelaksanaan KIE oleh kader d i wi layah kerjanya Biaya 
pelaksanaan KIE oleh Kader berupa : 
1. Insent i f yang sifatnya d u k u n g a n dan d iber ikan kepada 

Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan disesuaikan dengan 
j u m l a h kader (PPKBD atau Sub PPKBD) d i masing-masing 
desa/kelurahan yang; 

2. d i l akukan m i n i m a l 10 (sepuluh) gerak d i masing-masing 
desa / ke lurahan; 

6) Biaya D u k u n g a n Komunikas i , Informasi dan Edukas i (KIE) dan 
Manajemen: 
a. D u k u n g a n Media KIE berupa 
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1. Biaya u n t u k pengembangan berbagai media luar ruang 
( u m b u l u m b u l , spanduk, standing banner) , media cetak 
(leaflet, poster, factsheet), media e lektronik (televisi dan 
radio), serta media kreat i f (media online, media sosial, 
media tradisional) . 

b. Dukungan Manajemen berupa : 
1. Biaya pembinaan adminis t ras i pengelolaan program dan 

anggaran ; 
2. Perjalanan dinas da lam kabupaten/kota . 
3. Honorar ium pengelola keuangan BOKB 
4. ATK, penggandaan mater i , dan/atau penj i l idan; 

(1) Penanggung jawab dan pengelola dana ban tuan operasional 
balai penyu luhan keluarga berencana, dana d is t r ibus i alat dan 
obat kontrasepsi , dana ban tuan operasional integrasi program 
Bangga Kencana dan program pembangunan la innya d i 
Kampung KB, d u k u n g a n operasional pembinaan program 
Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub 
PPKBD, serta dukungan operasional media KIE dan 
manajemen BOKB menyampaikan laporan realisasi keuangan 
secara t r i w u l a n kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana; 

(2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
membuat laporan realisasi keuangan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) dan menyampaikan ke Badan Pengelola 
Keuangan Daerah Kabupaten Bombana. 

BAB VI 
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN DANA BOKB 

(1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana me lakukan evaluasi pelaksanaan dana BOKB 
secara berkala ke UPTD Balai Penyuluh KB d i kecamatan dan 
Kampung Berkual i tas (Kampung KB) serta melaporkan 
hasi lnya kepada Sekretaris Daerah. 

(2) Pengawasan pelaksanaan dana BOKB d i laksanakan oleh 
pengawas eksternal dan Aparat Pengawas Interna l 
Pemerintah (APIP)./ 

BAB V 
PELAPORAN 

Pasal 6 

Pasal 7 
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BAB VI I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupa t i i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 
Peraturan Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Berita Daerah 
Kabupaten Bombana. 

P A R A F K O O R D I N A S i 
NO UNIT/SATUAN KERJA 

Diundangkan d i Rumbia 
pada tanggal S" I 

P A R A F 

2021 

Di te tapkan d i Rumbia 
pada tanggal 5" 

BUPATI BOMBANA 

H. TAFDI 

2021 

SEKRETARIS DAERAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR ^ 


